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ABSTRAK :      Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang 

menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI 

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup 

pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) paslon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) 

paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) paslon Walikota dan Calon Wakil Walikot 

peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap 

hanya ada 1 (satu) paslon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) paslon Bupati dan Calon 

Wakil Bupati, serta 1 (satu) paslon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. 

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang 

menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678) bertentangan dengan UUD Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup 

pengertian “menetapkan 1 (satu) paslon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) paslon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) paslon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal 

hanya terdapat 1 (satu) paslon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Paslon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) paslon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. 

 

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 



atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU 

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884); UU 

Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 

(Lembaran Negara RI Tahun 201 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); 

Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan Peraturan KPU Nomor 01 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 

21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, 

dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 

Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015; Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 

29 September 2015. 

 

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 diatur tentang :  

Ketentauan Umum; Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Paslon, Kampanye, Norma, Standar, 

Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan 

Pemilihan, Dana kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan; Formulir; Penundaan, Penundaan hari 

dan tanggal pemungutan suara, Penundaan Pemilihan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan 

Penutup. 

  

 

CATATAN  :     -    Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

- Ditetapkan tanggal 20 Oktober 2015. 

-   Diundangkan tanggal  22 Oktober 2015. 

-   Lampiran 86 Halaman 



 


